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ABSTRAK

Rezki Amaliah S Analisis Putusan Kasus Korupsi Perkara Nomor 15/Pid.
Sus.Kor/2015/PT. MKS (dibimbing oleh Badruzzaman dan Fikri)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Segala sesuatu
yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan tujuan
hidup masyarakat harus sesuai dengan. hukum. Salah satu aspek penting dalam
penyelenggaraan  pemerintah  dan  pembangunan suatu daerah  adalah
menyelenggarakan pengelolaan.-keuangan dengan sebaik-baiknya sebagai modal
dasar dalam mewujudkan pola pemerintahan dan pembangunan sebagaimana yang
direncanakan dalam konteks pengelolaan keuangan daerah setiap pejabat daerah atau
aparatur negara di daerah harus mampu menyelenggarakan dan mengelola keuangan
dengan secara efisien, transparan dan dapat dipertangungjawabkan. Pokok
permasalahan dalam  penelitian ini yaitu mengenai deskripsi dan dampak Kasus
Korupsi Perkara Nomor 15/Pid.Sus:Kor/2015/PT.Mks terhadap perekonomian di
masyarakat sekitar Bamba serta analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Kasus
Korupsi Perkara “Nomor 15/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks. Tujuan- dari penelitian ini
yaitu untuk mengetahui deskripsi“dan dampak Kasus Korupsi Perkara Nomor
15/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks terhadap™ perekonomian masyarakat sekitar Bamba
serta mengetahui analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Kasus Korupsi Perkara
Nomor 15/Pid.Sus.Kor/2015/PT. Mks.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu mencari informasi atau
dengan mengumpulkan data berupa uraian kata-kata yang dilakukan peneliti melalui
wawancara, pengamatan, observasi maupun dokumentasi hingga akhirnya peneliti
mengupayakan memahami dan menafsirkan data tersebut kemudian diolah untuk
dapat menyimpulkan hasil akhir dari penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan.bahwa 1) Kasus korupsi mengenai jembatan
bamba putusan Perkara Nomor 15/Pid. Sus.Kor/2015/PT.Mks terjadi dikarenakan
kegagalan bangunan, yaitu faktor kelalaian manusia sejak tahap perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan 2) Dampak kasus korupsi jembatan Bamba Putusan
Perkaral Nomor 15/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks “terhadap perekonomian masyarakat
daerah sekitar Bamba sebelum ambruknya jembatan bamba sangatlah lancar tetapi
setelah ambruknya jembatan tersebut terjadi penurunan:transaksi ekonomi 3) Analisis
Hukum ' Ekonomi Islam® terhadap* Putusan™ Perkara*Nomor 15/Pid.Sus.Kor/2015/
PT.Mks mengandung unsur memakan harta secara bathil, khianat karena mereka
sudah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya,
atau bisa drkatakan melakukan perbuatan curang .

Kata Kunci: Kasus Korupsi, Hukum Ekonomi Islam
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 skan bahwa Negara Republik Indonesia

berdasarkan atas hukum asarkan atas kekuasaan belaka

k asasi manusia, dan i arga negara

dalam hukum dan pem : menjunjung

dengan tidak ada kecu i tercantum

rekonomian Nasional Dal ahter sial meliputi
asal 33 tahun

kemajuan kehidupan

bahan kondis | masyarakat

peningkatan

'Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Edisi Il (Jakarta: Sinar Garfika, 2008), h.1.

’Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun
1954, Pasal 1 ayat (3).

®Irfan Ardiansyah, Disparitas Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan
Penanggulanganya) (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017), h. 2.

*Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Edisi Il (Jakarta: Sinar Garfika, 2008), h.1.
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Cita-cita nan luhur dan mulia dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia
sering terkendala oleh penyakit bangsa Indonesia pada beberapa dekade terakhir ini
ialah maraknya korupsi. Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (ekstra

ordinary crime), tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis, akibat yang

ditimbulkan kejahatan korupsi bersi dan merusak seluruh sistem kehidupan,

baik dalam ekonomi, politik an sampai pada kerusakan moral
serta mental masyara onomi sehingga merugikan
am lingkup

rjadi karena

kiri, bahwa kekuasaan n di daerah
ah untuk korup (Power

Pida psi secara khusus diat ang-Undang

Hukum a se ana disingkat KUHP, tep ang-Undang

isingkat Und Tahun 1999 ang-Undang

un 2001 tentang P ak Pidana K¢ sebagaimana

butkan ada b a kualifikasi

PTPK. Dala

dapat dthﬂaEP(kalEJpsi. Aka

, di berbagai

erkaranya ke

Pasal 2 ayat (1) UU PTPK disebutkan :
1. Setiap orang;

*Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi, (Bandung: Alumni,2010) h.111.

®Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional,
Bandung: Mandar Maju, 2004), h.75.
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2. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;

3. Dengan cara melawan hukum;

4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara

Adapun dalam Pasal 3 ayat (1) UU PTPK disebutkan:

1. Setiap orang;

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau
korporasi;

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

5. Dapat merugikan.keuangan negara atau perekonomian negara;

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan suatu daerah adalah menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan
sebaik-baitknya sebagai modal dasar dalam mewujudkan pola pemerintahan dan
pembangunan sebagaimana yang direncanakan dalam konteks pengelolaan keuangan
daerah |setiap pejabat daerah atau aparatur negara di daerah harus mampu
menyelenggarakan dan mengelola keuangan dengan secara efisien, transparan dan
dapat dipertangungjawabkan.

Kemampuan ini tentunya sangat penting, karena bila pengelolaan keuangan
tidak dilaksanakan secara baik -atau./bahkan terjadi penyalahgunaan atau
penyelewengan dalam penggunaannya maka hasil yang dicapai dari anggaran yang
dikeluarkan tidak akan dapat memperoleh hasil” atau kinerja yang diharapkan.
Penyelewengan terhadap-keuangan negara 0leh pejabat daerah akan menciptakan
adanya \pemborosan dan ketidak seimbangan anggaran, sehingga akan merugikan
negara secara keungan.” Korupsi dalam pandangan Islam merupakan tindakan amoral
yang bertentangan secara diametral dengan nilai luhur seorang muslim. Seorang

muslim dituntut untuk bersifat al-shadiq (jujur) dan al-amin (menjunjung amanah).

"M Riefkho Okfian, Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Korupsi Dalam Tender Proyek di Lampung (Studi Kasus PLTU Tarahan)https://text-
id.123dok.com/document/7q079glz-analisis-penegakan-hukum-pidana-terhadap-pelaku-tindak-pidana-
korupsi-dalalm-tender-proyek-dilampung-studi-kasus-pltu-tarahan.html (18 September 2018).


https://text-id.123dok.com/document/7q079glz-analisis-penegakan-hukum-pidana-terhadap-pelaku-tindak-pidana-korupsi-dalalm-tender-proyek-dilampung-studi-kasus-pltu-tarahan.html
https://text-id.123dok.com/document/7q079glz-analisis-penegakan-hukum-pidana-terhadap-pelaku-tindak-pidana-korupsi-dalalm-tender-proyek-dilampung-studi-kasus-pltu-tarahan.html
https://text-id.123dok.com/document/7q079glz-analisis-penegakan-hukum-pidana-terhadap-pelaku-tindak-pidana-korupsi-dalalm-tender-proyek-dilampung-studi-kasus-pltu-tarahan.html

Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus.Kor/2015/PT. Mks menyatakan bahwa di
Kabupaten Pinrang terdapat kasus tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan
pembangunan jembatan bamba tepatnya di Kelurahan Kassa Kecamatan Batu Lappa

Kabupaten Pinrang yang mana kasus tersebut sudah sampai di pengadilan tinggi.

Kasus tersebut adalah kasus korups g. dilakukan oleh H. Muh. Husain Zain

sebagai Direktur PT Fali selaku  kontraktor/penyedia jasa
pelaksanaan paket pek vatan bamba bersama-sama
Ir Gamri Genisa sebagai kué i . ontruksi Engginering Consultant
selaku 2 Globalindo

selaku i 3 haki ara sah dan

kukan tindak pidana kan secara

i sedikit kasus menge orupsi yang

Zain dan Ir. Gamri k menyusun

skripsi “Analisis Putusan Kasu ara  Nomor

15/Pid.S 2015/PT.MKks i omi Islam”

1.2 R Masalah

rkan Iatpnﬁl Ateh E’kerr?uk.ak aka penulis

merum

pokok

1.2.1 Bagaimana deskripsi kasus f{korupsi pada Putusan Perkara Nomor

15/P1D.SUS.KOR/2015/PT.MKS?
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1.2.2 Bagaimana dampak kasus korupsi pada Putusan Perkara Nomor
15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS  terhadap perekonomian  Masyarakat
wilayah Bamba?

1.2.3 Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Putusan Perkara Nomor

15/P1D.SUS.KOR/2015/PT .1

1.3 Tujuan Penelitian

erdesara | ' ' uskan, maka tujuan dari
penelitiangini;adalah.sebaga

1.31 ara Nomor

1.3.2 dampak kasus korupsi ‘ ara Nomor
15/PT.MKS terhada Masyarakat
133 i Analisis Hukum Ekonomi Is san Perkara

14

141

1411 ngan untuk
menambah keilmuan terutama dalam bidang hukum ekonomi syariah.

1.4.1.2 Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan mengenai Analisis Putusan
Kasus Korupsi Perkara Nomor 15/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks: Perspektif Hukum

Ekonomi Islam.
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1.4.2 Kegunaan Praktis
Agar hasil penelitian dapat dicapai, maka setiap penelitian berusaha untuk
mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh

dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.2.1 Secara teoritis, untuk memk 1. sumbangan bagi pengembangan ilmu
pengetahuan khusus Putusan Kasus Korupsi Perkara
um Ekonomi Islam dan
keilmuan penulis sebagai sarana penerapan dari ilmu

1.4.2.2 i siapa saja,

formasi kepada peneliti sunan suatu

kaitannya dengan judu

13l
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BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan hasil dilakukan untuk mendapatkan

gambaran tentang hubu gan penelitian sejenis yang

pernah dilakukan o I sebelumnya sehin ada pengulangan dalam

peneliti

sebuah adapun judul yang ham
2.1.1 kukan oleh Intan Puspi 8 mahasiswi
iversitas Sumatera Uta jian Hukum
Ti dana Korupsi Terhaday onom gara (Studi
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kabupaten De ang )”. Pada
an ini dibahas meng faktor-faktor penyebab Inya tindak
korupsi yaitu me u.il : sein Alatas, faktor tu ketiadaan

emahan kepemimpinan posisi-posisi kunci yang memberikan

J0an._mamp l“ﬂl.lhﬂ. 0a | van ﬁ‘l' ENlinakkan K kelemahan

kemiskinan,
kurangnya pendidikan, tiadanya tindakan hukum yang keras, kelangkaan
lingkungan yang subur untuk perilaku antikorupsi, struktur pemerintahan
yang lemah, perubahan radikal takkala suatu sistem mengalami tradisional,
keadaaan masyarakat. Andi Hamzah menyebutkan faktornya yaitu kurangnya

gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



2.12

makin hari makin meningkat, latar belakang kebudayaan atau kultur indonesia
yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi, manajemen yang
kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efesien dan modemisasi.

Dampak tindak pidana korupsi terhadap perekonomian negara yaitu terhadap

perekonomian makro, mikro pangunan desa serta upaya-upaya dalam

penanggulangan tind Japat di tingkat aparatur negara

aparatur, kebijakan penal

an Bagi Koruptor M ukum Islam

2 UU No. 31 Tahun 19 hun 2001)”

n tersebut Saumi Mubar.

mati para koruptor sudah dimu sudah  diatur

Undang-und
antasan Tind
akni Pasal 2 i dak pidana

mati dalam

dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi, karena belum sekalipun

® Intan Puspita Dewi, Kajian Hukum Dampak Tindak Pidana Korupsi Terhadap

Perekonomian Negara (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang ),

(Skripsi

Sarjana; Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara: Medan, 2008) h.90

http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/36235 (29 Agustus 2018).
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pidana mati dijatuhkan kepada para koruptor walaupun sudah memiliki
landasan hukum yang kuat untuk dijatuhkan.®

2.1.3 Penelitian yang dilakukan oleh Indri Oktaviani Mahasiswi Universitas Islam
Negeri Wali Songo Semarang tahun 2014 dengan judul “Pengembalian Aset

Hasil Tindak Pidana Korups i Putusan Nomor: 01/ PID.SUS/ 2011/

nelitian tersebut putusan nomor:
01/ Pid.Sus/ 2( ikor. 1a korupsi yang dilakukan
asal 3 Undang-Undang
001 tentang
rupa pidana
asan barang-
aset pemerintah beru il di g dikorupsi

tas nama milik terda am jarimah

ilaku eh terdakwa dijatuhi huk i jumlah dan

ditentukan

lis lakukan,
walaup enelitian ini
penulis

asus Korupsi

Perkara

°Saumi Mubarok, Reformulasi Hukuman Bagi Koruptor Menurut Perspektif Hukum Islam
(Studi Pasal 2 Ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001), (Skripsi Sarjana; Fakultas
Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Walisongo:Semarang,2013) h.67-
68http://eprints.walisongo.ac.id/1878/1/092211038-CoverdlIl.pdf ( Diakses 9 April 2018).

O\ndri Oktaviani, “Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor:
01/ PID.SUS/ 2011/ PN.TIPIKOR.SMG), (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Walisongo: Semarang, 2014) h.88 http://eprints.walisongo.ac.id/3838/ (22 April 2018).
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2.2 Tinjauan Teori
2.2.1 Teori Penegakan Hukum
Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap

masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan,

melaksanakan ketentuan-ketentuan..c masyarakat, sehingga dalam konteks

yang lebih luas penega suatu proses berlangsungnya

an mengejew. i i penjabaran

ir, untuk me t ; kedamaian

mempunyai

keadilan dalam suatu perkara berartt memutuskan hukum in concreto dalam

Y|shag, Dasar-Dasar llmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 244.

2Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2008), h. 5.
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mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara
procedural dengan cara yang telah ditetapkan oleh hukum formal.
Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban

koletif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum

hanya boleh ditegakkan oleh golongz ngan tertentu saja) antara lain:

1. Aparatur negara yan dan diarahkan untuk itu seperti

polisi, hakim, ¢

gaturan dan pelaksan dalam
bagai pemutus hukum jaksa adalah
egara bagi para pelangg an polisi.
2. emiliki fungsi advokasi dan si ba arakat baik
ekerja secar ng bergabu ara kolektif,
lembaga-le um yang menjadi p masyarakat
am hukum ilan tetap di kan sebagai
A yang mplh nEPlAaREewajiban gga putusan
Y 2nghormatan

3. Para eksekutif yang bertebaran'di berbagai belahan pengabdian sejak dari
pegawai pemerintah yang memilki beraneka fungsi dan tugas kewajiban
sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik

(legilsatif).
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4. Masayarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang ironi menjadi
masyarakat pencari keadilan.*®
Menurut Soerjono Soekanti dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor

yang mempengaruhinya, faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga faktor postif

dan negatifnya terletak pada isi fa ebut, ada lima yaitu: 1) hukumya sendiri,

dalm hal ini dibatasai pada enegak hukum yakni pihak-pihak

yang membentuk arana atau fasilitas yang

mendukung penegakan hukum, 4) masyarakat yak gkungan di mana hukum

ta, dan rasa

n
raan

raan menurut kamus ba
mem I makna aman,sentosa, mak terlepas dari
gangguan, k : j engandung

i bahasa sansek i am konteks

3 |lham Bisri, Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-prinsip dan Implemantasi Hukum di
Indonesia) (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 128.

4 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, h. 11.

®W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1999),h.
887.

16Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 8.
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Kesejahteraan material dan spiritual merupakan tujuan yang ingin dicapai
dalam proses pembangunan. *’ Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan
pembangunan haruslah material, tetapi juga dalam aspek spiritual. Ketika sebuah

proses pembangunan hanya diarahkan untuk mencapai keberhasilan material maka

bisa dipastikan kesejahteraan masya ng diinginkan tidak akan bisa tercapai.

Masyarakat akan m ang hampa dan tanpa makna

meskipun semua fasi dia. Kesejahterae ebagian masyarakat selalu

dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep

masyarakat
istem nilai yang ada yan an, harapan,
standar,

lebih |

erhadap kehidupan. Ko makna yang

ruhi oleh kondisi fisi gis, tingkat
n sosial individu dengan lin
-Undang No njelaskan jug

Kesejahtera i sebagai suatu ta

osial baik m yang diliput

ketentrarp Ai ntE/P Annikan bagi arga negara

manusia sesuai dengan Pancasila.

YHarry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Bandung: Humaniora Utama Press,
2010), h. viii.
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Sejahtera dalam pengertian umum menunjuk pada keadaan yang baik, kondisi
manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan
damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera
memliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam
istilah fungsi kesejahteraan sosial.-Dalam. kebijakan sosial, kesejahteraan sosial
menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi-kebutuhan masyarakat ini adalah
istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera.

Konteks sejahtera di Amerika Serikat menunjuk ke uang yang dibayarkan
oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak
dapat bekerja, atau yang keadaannya pendapatan yang diterima untuk memenuhi
kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di
bawah garis kemiskinan, dan juga memiliki kondisi khusus, seperti bukti sedang
mencari pekerjaan atau kondisi lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban menjaga
anak, yang mencegahnya untuk dapat bekerja, beberapa kasus penerima dana bahkan
diharuskan bekerja, yang dikenal dengan istilah workfare.

Kesejahteraan digunakan dalam rangka menunjukkan bahwa pemerintahannya
menyediakan pelayanan-pelayanan sosial secara luas kepada warga negaranya.Negara
kesejahteraan diartikan sebagai sebuiah=proyek sosialis. demokrat yang dihasilkan oleh
perjuangan orang orang kelas pekerjasuntuk menciptakan masyarakat yang adil.lde
negara Kesejahteraan barat int dianggap sebagal perubahan yang dilakukan oleh
sistem kapitalis menuju kepada aspirasi yang dibawa dalam sistem sosialis.

Penulis seperti Marxist mengatakan bahwa negara kesejahteraan hanyalah
sedikit melebihi usaha untuk mengurangi ekses-ekses yang lebih buruk dari

kapitalisme. Mereka mengatakan bahwa negara kesejahteraan sedikitpun bukan
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merupakan negara sosialis. Hal ini karena di negara kesejahteraan paling maju, sistem
ekonomi tetap dimiliki dan dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan swasta.Jadi
negara kesejahteraan berbeda dengan system sosilais menurut golongan Marxist yang

sistem ekonominya dikuasai oleh swasta. Kelompok yang tidak menyetujui gagasan

kapitalisme maupun sosialisme me efinisi tersendiri tentang kesejahteraan.

Negara kesejahtera pembentukan sosial yang unik
berdasarkan prinsip- esejahteraan merupakan

consensus kesejahte kompromi demokratis al ini disebabkan adanya

n hak-hak sipil, politik, ial. K ak-hak sipil
bih luas, maka penger
akan hak-hak sosialnya pat dianggap
at yang penuh dan sedera nnya dalam

idak terjaga

pagai  suatu
k mendidik
dan melatih warga negaranya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya akan tenaga

dokter, perawat, pekerja sosial, ilmuwan, insinyur, dan sebagainya. Saran ini

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
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disampaikan agar negaranegara yang lebih miskin tidak kehabisan tenaga-tenaga ahli
yang sangat diperlukan untuk pembangunan negara tersebut.*®
Konsep kesejahteraan telah berkembang menuju kesempurnaanya. Kesamaan

berbagai konsep ini tertuju pada tujuan yang sama, yakni sebuah kondisi masyarakat

yang semakin baik. Kondisi kesej ini merupakan sebuah gambaran yang

diidealkan bersama, baik isasi massa, dewan perwakilan,
pemerintah, maupun

Teori keseja
yakni ¢ ontractarian
angan atau

diukur dan bertambah idu adalah

ungkin tingkat kes gkan bagi

esejahteraan kelompo insip yang
nya. Pendekatan neoclassi fare
bahwa j - ak ' Jari semua

sosial adal

tangan.*®

¥Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, h. 103.

YFatma Rohmasari, Strategi Financial Literacy & Financial Inclusion Sebagai Trigger
Kesejahteraan Mayarakat Industri Kecil Kawasan Wisata Giri Kabupaten Gresik Jawa Timur
http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17/article/view/1123(24 Oktober 2018).
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2.2.3 Teori Keadilan

1. Pengertian Keadilan
Kepentingan tujuan hukum, disamping memberikan kepastian hukum dan

kemanfaatan hukum itu sendiri, penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan

suatu keadilan hukum. Untuk m keadilan hukum diperlukan metode

dengan berlandaskan pa litas pengembang profesi itu

sendiri.?®

adalah dil terutama
t an dan tinda arka orma-norma
yang ob i ektif apalagi sewenang-
ristoteles adalah kelay lam an manusia.
arti ai titik tengah diant ua S itu
a orang atau benda. Bila kedua orang te t me ai

yang telah a -masing ora

dak sama, s

rhadap prop sebut berarti
n merup:Bn&RiElRAuRpElsan yang

sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, adil asal katanya

dari bahasa arab ‘adala, alih bahasanya adalah lurus. Secara istilah berarti

“gjwanto Sunarso, Filsafat Hukum Pidana: konsep, Dimensi dan Aplikasi(Cet. I;Jakarta:
Rajawali Pers, 2015), h. 83.

“'Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed ke IV (Jakarta:PT
Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 10.
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menempatkan sesuatu pada tempat/aturannya, lawan katanya adalah zalim/aniyaya
(meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya). Untuk bisa menempatkan sesuatu pada
tempatnya, Kita harus tahu aturan-aturan sesuatu itu, tanpa tahu aturan-aturan sesuatu

itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.?

Sedangkan keadilan menu awls adalah kebijakan utama dalam

institusi  sosial, sebagaima sistem pemikiran. Suatu teori

betapapun elegan dan nya, harus dito irevisi jika ia tidak benar
demikian juga hukum deé apapun efisien dan rapinya, harus
matan yang

tidak biasa

ilan menolak jika leny

gi sejumlah

h hal lebih besar yang in. Keadilan

anan yang dipaksakan pa g diperberat

itu, didalam

sosial.?

PAREPA

menegakkan keadilan pada setia : 3 atannya'ya akukan Q.S. an-

Nisa/4: 58

22 http://taufananggriawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan/.akses

(Diakses 30 Maret 2018).
ZMuhamammad Sadi Is, Pengantar llmu Hukum (Cet. I: Jakarta: Kencana, 2017), h.193.
#*Uzair Fauzan, Teori Keadilan (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 34.
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Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyu
berhak menerimanya, dan
antara manusia supaye
memberi pengaj
adalah Maha

u menyampaikan amanat kepada yang
amu) apabila menetapkan hukum di
dengan adil. Sesungguhnya Allah

haik padamu. Sesungguhnya Allah
agi Maha me

M S an 1Q9 : 1110 HmMbDal-berin ) ada Orang_

iskin, Maka
gikuti hawa
u memutar

sesuatu pada tempatnya, membebankan sesuatu sesuai daya pikul seseorang,
memberikan sesuatu yang sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang

memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang.

“Departemen Agama RI,Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 128.
%Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 144.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



20

Menurut sistem Islam, apapun yang legal, lurus, dan sesuai dengan hukum
Allah swt adalah yang adil. Keadilan adalah kebaikan dimana tuhan menyediakan
hukum yang Dia sampaikan melalui Al-Qur’an.?” Di Indonesia keadilan digambarkan

dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia. Nilai-nilai yang terkand sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia didasari dan diji Yang Maha Esa, kemanusiaan
yang adil dan berad Indonesia, atan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksana
yang harus
uan negara,

teraan seluruh warg wilayahnya,

nya. 28
ilan
al atau Keadilan Moral
ngan antara
g Intinya adala a orang atau
arakat diperlakukan negara dihadapan h
oral: 1) BAR‘IECRIARSE/EIHQ me harkat dan
ang adalah
warganegara yang sama status dan kedudukannya, bahkan sama kewajiban sipilnya,

sehingga harus diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

“"Topo, Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam (Cet ke II; Bandung: 2001 Asy Syamil
Press & Grafika ), h. 83

%Agus Santoso, Hukum, Moral, dan Keadilan (Cet ke I: Jakarta: Prenadamedia Group), h.86
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Konsekuensi legal: 1) Semua orang harus secara sama dilindungi hukum,
dalam hal ini oleh negara. 2) Tidak ada orang yang diperlakukan secara istimewa oleh
hukum atau negara. 3) Negara tidak boleh mengeluarkan produk hukum untuk

kepentingan kelompok tertentu. 4) Semua warga harus tunduk dan taat kepada hukum

yang berlaku.?

Menurut Adam Smi ah terkandung dalam keadilan
komutatif, karena keae anjut dari prinsip keadilan
rupakan substansi rohani
Dalam  suatu

enurut sifat

ya (Than man behind th o itu disebut

Sunoto menyebutnya dilan timbul

karena yesuaian untuk memb aras kepada

entuk suatu masyarakat.*
masyarakat
guasa ialah
prang sesuai

yang tidak

ang memberikan

kepada masing-masing orang hukuman' atau denda sebanding dengan pelanggaran

2 http://taufananggriawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan/. (Diakses
30 Maret 2018).

%\Wahyuni, Konsep keadilan Dalam Zakat Pertanian dan Zakat Profesi (Skripsi Sarjana:
Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare 2017).
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atau kejahatan yang dilakukannya. Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk turut
serta dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kedamaian dan
kesejahteraan bersama. Apabila seseorang berusaha mewujudkannya, maka ia

bersikap adil. Tetapi sebaliknya, bila orang justru mempersulit atau menghalangi

terwujudnya tujuan bersama terseb a ia patut menerima sanksi sebanding

dengan pelanggaran atau kej

(lustia Distributiva) ad
apa yang menjadi hak njadi subjek
hak ad ivi gkan subjek kewajiba
an hubungan antar individu asya 2gara. Disini

an bukan as (prestasi sa gan kontra

ditekankan i orsionalitas ¢

cakapan, jasa,

n jenis "-P*HEMIR Easyaraka erti jabatan,

a) Prinsip kebebasan yang sama
Setiap orang harus mempunyai hak yang sama atas sistem kebebasan dasar

yang sama yang paling luas sesuai dengan sistem kebebasan surupa bagi semua.
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Keadilan menuntut agar semua orang diakui, dihargai dan dijamin haknya atas
kebebasan secara bersama.
b) Prinsip perbedaan (difference principle)

Ketidak samaan antara sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa

sehingga ketidak samaan tersebut Ingkan mereka yang kurang beruntung

dan sesuai dengan tugas da a bagi semua dibawah kondisi
persamaan kesempatan

e. Keadilan Komute ustitia Commitativa) ini ‘bertujuan memelihara ketertiban

agar dalam lingkunga sosial antara

rat hukum tidak ada an hak dan

it, keamanan
dari tindak
an keadilan

diwujudkan

Secara garis besar Islam mengajarkan dua macam keadilan:

$'Wahyuni, Konsep keadilan Dalam Zakat Pertanian dan Zakat Profesi (Skripsi Sarjana:
Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare 2017).
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a. Keadilan Mutlak ialah keadilan yang tidak terikat dan bersifat universal.
Dalam pengertian ini, manusia membutuhkan fungsi akal untuk
mengetahui kedailan itu. Adil dalam hal ini lebih dekat pada pengertian

“kebaikan atau kebenaran”. Secara terminologi pengertian adil sebagai

“mempersamakan sesua menjadi tidak berat sebelah atau tidak

berbeda satu sam erpegang kepada kebbenaran atau
meletakkan yada tempatnya.

Jur’an dan hadis adalah

perjalanan

i perubahan

n hukum karena adal yang baru.

dilan edua ini ialah keadila gala macam
ntah ngan Allah swt, karena larangan itu

apat

2.2.4 ukum Ekon
etimologi ka
dari bat ab “hukm” yang bera

hukum

mempengaruhi segala sesuatu yang ‘berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan

perekonomian. Adapun ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari usaha

$Mukhtar Zamzami, Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia (Cet I;
Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2013) , h. 142.
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manusia untuk mengalokasikan dan mengolah sumber daya untuk mencapai maslahah

atau falah®® berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai al-Qur’an dan sunnah.*
1. Nilai Instrumental Ekonomi Islam

Di bawah ini nilai-nilai instrumental ekonomi Islam sebagai berikut:®

a. Zakat

Zakat sebagai kan oleh seorang muslim

bila harta_ mereka i_nisa h memenuhi k an-ketentuan yang
telah d 1 atau zakat

profesi. prof perti untuk

membe dan bangkan harta serta me g. Zakat ini

juga m nka adilan yang merupaka Islam yaitu

kewajib at pa penghasilan dan pend g baik-baik

dan seti esi y

mana firman

P .{" /££~/

S oAl Ll
4/5 I {/: //
ol 3 PSR
6 < g~

L& Al

*3Falah merupakan satu kondisi dalam bentuk kesejahteraan materi melalui sebuah aktivitas
ekonomi yang dengannya merupakan sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Lihat
Nasri Hamang, Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat (Parepare: Stain
Parepare, 2013), h. 29.

**pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam (Cet. 1V; Jakarta: PT.Raja
Grafindo Persada, 2012), h. 19.

*|1fi Nur Diana, Hadis-Hadis Ekonomi (Cet. I; Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 20-29.
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Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman!infakkanlah sebagian dari hasil usahamu
yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu.
Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu
sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata
(engganz6 terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha
Terpuiji.

Selain dari ayat terseb rupa anjuran untuk mengeluarkan

zakat atau menginfakk ai muslim yang baik juga

membe i kepada kita
untuk ¢ ain. Zaka ! satu upaya tolo long dalam
ta yang kita
miliki di dalamnya. Sebag Jur’an telah

ditegas ara j it masalah di atas dalam

E el 35

ada harta hak ora skin  yang
dan orang mi 3

atas meP*REPﬂ“ harus bi g mengerti,
D

dalam a bisa bekerja
dan menghasilka atu karya, mal 3 a dengs 3 ang yang ada

disekitar kita. Terutama orang-orang yang membutuhkan, karena setiap harta yang

%Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Syamil Quran, 2013), h. 45.
¥"Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 521.
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kita miliki pasti ada harta mereka. Manusia dianjurkan untuk bisa mendistribusikan

dengan baik melalui zakat, infaq, sedekah dan lain-lain.

b. Pelarangan Riba.

Menurut bahasa, riba adalah zi h, yaitu tambahan yang diminta atas utang

pokok.*® Hakikat pelarangan ri h suatu penolakan terhadap resiko

finansial tambahan ya g maupun jual beli yang

dibebankan kepada saja, sedangkan piha dijamin keuntungannya.

Inilah kan dalam
Islam. A
\/’ "’: -7 -
35) ¢ wle Ly
P
\’)}"\'.’J"
Terjem
8 bertambabh,
amu berlkan
Allah, maka
zakat. Riba
tidak tambah dan

mendap eridhaan B*Ini PA R E

Manusia sebagai makhluk sosial tentu membutuhkan bantuan orang lain.

Hubungan sosial yang baik antar setiap individu akan melahirkan bentuk kepedulian

*|smail, Perbankan syariah (Jakarta: Kencana, 2013), h. 11.

*Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 408.
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sosial yang baik pula. Seorang muslim agar memerhatikan dan  mempunyai
kepedulian sosial yang tinggi, khususnya kepada tetangga yang ada di Kiri kanannya.
Orang kaya belum berarti bebas meskipun telah membayar zakat, Ibnu Hazem

mengemukakan bahwa fakir miskin mempunyai hak yang harus diterima dari orang

yang mempunyai kelebihan harta. D membantu fakir miskin, maka Allah swt

pasti akan membantunya. A hambanya selama ia menolong

saudaranya.

nilai ja i ndekatka
aang serta menghilangk
diri sen jug tan-hambatan terhadap buhan sosial

ekono

a seb dividu dianjurkan berderm derma bukan
ajiban zakat,
tidak harus
yang dapat
n dan lain

sebenarnya

d. Kerja Sama Ekonomi

Kerja sama merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi yang Islami
versus kompetisi bebas dari masyarakat kapitalis dan marxis dengan pertentangan

kelas dan kekuasaan proletarnya. Islam memandang manusia mempunyai kedudukan
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yang sama, tidak dikenal perbedaan kelas, manusia hanya saling membantu satu sama
lain dan melakukan kerja sama ekonomi.
Nilai kerja sama Islam harus dapat dicerminkan dalam semua tingkat kegiatan

ekonomi. Bentuk kerja sama adalah girad yaitu kerja sama antara pemilik modal

dengan pemiik keahlian.
2. Prinsip-prinsip Eko

Berikut prinsi nomi Islam a

a. Tauhid

, manusia
menyak lan tidak ada
pemilik nya selain dari pada A encipta alam
semesta i ligus pemiliknya,terma i dan seluruh

sumber = na itu, Allah adalah pem
eri amanah “memiliki” u aktu sebagai
ujian b n alam dan
sumber gan dengan

alah adil. Dia
tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluknya secara zalim. Islam

mendefinisikan adil sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi

“°Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam Sejaraah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar (Cet.
111, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), h. 25-31.

“adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, h. 35.
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dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar
keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.
c. Nubuwwah

Para nabi dan rasul diutus untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada

manusia tentang bagaimana hidup dan benar di dunia dan mengajarkan

untuk kembali (taubat). Si aw yang harus diteladani oleh

manusia sebagai beri

ah ketentuan Allah ya s dan peran

llah di muka bumi. Oleh a it a perbuatan

dipertanggu h di hari ke Agar dapat

umi ini, mak embutuhkan

gan sesama
nisan dalam
penting untuk
menjaga keharmonisan itu, termasuk dalam bidang ekonomi agar berjalan dengan

benar tanpa ada kezaliman.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



31

e. al- Ma’ad (Hasil Atau Keuntungan)
Karakteristik ekonomi Islam mengakui ada dua tujuan yang harus dicapai oleh
setiap orang selaku pelaksana ekonomi yaitu tujuan hidup dunia dan akhirat. Dalam

ekonomi Islam, pelaksanaan segala bentuk aktivitas ekonomi harus mempunyai nilai

ganda tersebut dan hal ini harus berin 5i. pada keseriusan berusaha karena adanya

pertanggungjawaban dunia eorang pelaku ekonomi Islam,
baik individu maupu arus memiliki ka time horizon agar tujuan

capai dapat terlaksana dengan baik. Tujuan ini adalah

terjadinya kesalah pah ami skripsi

Kasus a Nomor

yang is Putusan

15/Pid. Perspektif Hukum Ekon ulis merasa

memberikan__penegasan judul _tersebut “sehing aksud yang

tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang

berperkara.*®

*2Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Persfektif Kewenangan Peradilan Agama,
h. 13-16.

*penjelasan Udang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49.
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Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni corruption yang
disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi corruption
atau corrupt dalam bahasa perancis menjadi corruption dan dalam bahasa Belanda

disalin menjadi istilah coruptie (korruptie) dari bahasa Belanda itulah lahir kata

korupsi dalam bahasa Indonesia meng g arti perbuatan korup, penyuapan.*

Korupsi dalam arti standar perilaku tertentu oleh
pihak yang berwenang enuhi kepenting
esar Bahasa Indonesia korupsi adalah penyelewengan atau

ainya) untuk

euangan dan Pemban ndefinisikan

korupsi ng merugikan kepentin arakat luas
demi atau kelompok tert i cott  dalam

pandang tenta upsi disebutkan dalam arti alah tingkah

guntungkan i i dengan me orang lain,
bat pemerin anggar batas hukum atas
sebut.*’

yang pepnnnLEmnjE yang m n keuangan

laku y

oleh p

tingkah

negara perusahaan

*Adam Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, (Cet ke II, Jakarta:PT Raja Grafindo
Persada,2017), h.1.

*Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara, (Cet
ke 11, Jakarta: Sinar Grafika,2015), h.6.

*Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed ke IV (Jakarta:PT
Gramedia Pustaka Utama,2008), h. 736.

*Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara), h.6.
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untuk kepentingan pribadi atau orang lain serta mengambil keuntungan dari
jabatannya, mengenai kasus korupsi yang terkait dengan penelitian yaitu kasus
korupsi berdasarkan putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks yaitu kasus

korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh H. Muh. Husain Zain sebagai

Direktur PT Faisal PUTRA Mandi I kontraktor/penyedia jasa pelaksanaan

paket pekerjaan kontraksi p bamba bersama-sama Ir Gamri
Genisa sebagai kuasa ginering Consultant selaku
sebagai Kuasa Direktur C egatama Globalindo selaku
ab terhadap
menyatakan

telah te meyakinkan bersalah Jana korupsi

ma-sama serta menjatu a satu tahun
ar 500.000.00,00 (limar

2.3.2 lam

adalah aga gatur aspek
® Salah satu
bidang )nomi secara
umum i enggunakan
sumber pukan hanya

merupakan praktik kegiatan ekonomi g dilakukan individu dan komunitas muslim

*Mardani, Fighi Ekonomi Syariah (Cet. 1V; Jakarta: KENCANA, 2016). h. 5.
*Stephan Rinaldy, Ekonomi Islam (Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012). h. 13.
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yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekinomi yang berdasarakan
ajaran Islam.
Hukum Islam dinamakan pula fikih, yang berarti pemahaman dan penalaran

rasional. Jadi, fikih menggambarkan sisi manusia dari hukum Islam. Syariah atau

atau norma mengenai kasu 1. ketentuan atau kaidah mengenai

istilah itu berbeda satu
amun secara
kan untuk

stilah yang dimaksud a i kum syar’i,

satu bahasa lain buka am menurut

Kamus esia adalah peraturan berkenaan
dengan rdasarkan al-Quran dan Ha

Ekonomi | nulis adalah s hukum yang

segala hal dasarkan al-

dan ijtihad pa

PAREPARE

*Stephan Rinaldy, Ekonomi Islam, h. 19.

*t Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih
Muamalat (Ed. 1: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 3.

*’Muhammad Daud, Hukum Islam Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Ed.
VI; Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2009), h. 42.

**Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ed. ke IV; Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 510.
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2.4 Bagan Kerangka Pikir

PUTUSAN PERKARA NOMOR
15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS

A 4 \ 4

TEORI TEORI TEORI TEORI
PENEGAKAN KESEJAHTERAAN KEADILAN HUKUM
HUKUM EKONOMI

ISLAM

ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM

v
HASIL PENELITIAN

PAREPARE
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BAB IlI
METODE PENELITIAN
Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi

beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitan, fokus penelitian, jenis dan

54

sumber data yang digunakan, tekni pulan data, dan teknik analisis data.

Untuk mengetahui metod ian ini, maka diuraikan sebagai

berikut:

adalah jenis
peneliti ipti if, yaitu mencari infor ngumpulkan
data b i kata yang dilakukan i wawancara,

un dokumentasi hingga 2ngupayakan

sirkan data tersebut kem ntuk dapat

menyi hasil akhir d
3.2 Lo Waktu Pe I
3.21 enelltlarPA R E PA R E

an penelitian
yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah di

lingkungan Kelurahan Kassa, Kecamatan Batu Lappa Kabupaten Pinrang.

**Tim Penyusun, Pedoman Penelitian Karya llmiah (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi
(Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

36
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3.2.2 Waktu Penelitian
Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 1 bulan lamanya

disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini difo “Analisis Putusan Kasus Korupsi Perkara

Nomor 15/Pid.Sus.Kor/20 omi Islam™.

3.4 Jenis dan Sum

t responden, yaitu o

liti, baik secara lisan

asi maka sumber datan
Proses s gy ata dalam penelitian ini ter j aitu sumber
data pri sumber data
34.1 imer

mer diperole i den melalui

a responden
jadi sumber
data pri adala abat pemerintahan dan masyarakat ya ada di lingkungan

Kelurahan Kassa, Kecamatan Batu Lappa Kabupaten Pinrang.

> Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah, (Ponorogo: STAIN Po Press , 2010), h.
68.
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3.4.2 Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak
langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data Sekunder

yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs

internet, serta informasi dari beberap Si yang terkait.

penelitian atau

data merupakan lang
ama dari penelitian ad
g digunakan dalam pen i agai berikut:
351 rvasi)

lan datanya
melalui nya sengaja

atau te intas. ini, peneliti

enis obsepianlﬁpn EESI ini, pe

rlibat dalam

agai sumber

**Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia, Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van
Hoeve Tarsito, 1980), h. 849.

*'sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D, (Cet.
25; Bandung: Alfabeta, 2017), h.310.
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3.5.2 Wawancara (Interview)
Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung
antara dua orang dalam situasi salig berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan

wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang

berputar di sekitar pendapat dan keyz

Teknik wawancara m 3 pengumpulan data dalam suatu

penelitian. Karena me data, maka wawze upakan salah satu elemen

penting dalam elitian.**Wawancara sering dise i suatu proses

efektif ta yang akurat dari
esponden memberikan at membela
diri ka i u negatif nantinya. N i Kini dengan

suasana menyenangkan a i keterbukaan

kepada Jen tentang d peneliti.
3.5.3 entasi
entasi  adala -data diperole dokumen-

Metode ini

atan penting

lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data

*®Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.
50.

**Bagong Suryono ,Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Kencana. 2007), h.69.
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yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah
penduduk dan sebagainya.®

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis. menggunakan metode kualitatif dengan

melihat aspek-aspek objek ang telah diperolen dari hasil
pengumpulan data kem nggambarkan dengan Kkata-
kata dari hasil yang
ukan sejak
......................... d n. “Analisis

data ad : peneliti”, “d : ta kualitatif

pengumpulan data da

itatif adalah bersifat atu analisis
h j i 3 3 gan tertentu
atau me potesis.®

anelitian ini

%Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h.
158.

®*Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D, h.
336.

825ugiyono, MetodePenelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D, h.
335.
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3.6.1 Reduksi Data
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian,
pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.®® Dalam proses

reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid.

Reduksi data bukanlah ses ang terpisah dari analisis.la merupakan

bagian dari analisis, pilihar gan-potongan data untuk diberi
sejumlah potongan, apa
an analitis. Reduksi data
adalah ¢ ) membuang,

dan me a 3 i digambarkan

n Data
alah sekumpulan info

narik kesimpulan dan i akan.Bentuk

antara lain matriks, gra
ca dan menar
. Pada umu eks  tersebut
ondisi sepeti
dan sangat

ak berdasar.

Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang
kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau

konfigurasi yang mudah dipahami.®*

3Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 209.
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Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang
dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan
reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah

dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan

menentukan data yang mana, dalam ang sama, harus dimasukkan ke dalam
sel yang mana adalah aktivit

3.6.3  Penarikan Ke Verifikasi Kesir

oporsi-proporsi.Peneliti
ecara jelas, memelihara
> mungkin tidak akan t
a ukuran korpus dari pengodean,
peneliti, dan
sejak awal,
bahkan . tif.

konfigurasi
yang u pberlangsung.
Makna-makna yang munc [ . dan kesesuaiannya

sehingga validitasnya terjamin.®

®*Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101.
®Emzir, Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 132.

5Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 210.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Keadaan Geografis

Kelurahan Kassa Ir ahan yang ada di Kecamatan

Bulisu, i > assa terletak

sekitar bupaten Pinrang, dan Kecamatan

as Kelurahan Kassa seb

1. n dengan Desa Tappora

2 2latan asan dengan Desa Watang

3. mur berbatas

4 arat berbatasan de n Enrekang
4.1.2 Iklim

elurahan p* naElpﬁR[Ea lain di h Indonesia

mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Kelurahan Kassa,

Kecamatan Batulappa.

43
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4.1.3 Kependudukan

Penduduk merupakan satu faktor yang terkait dalam pembangunan nasional
sehingga harus menjadi perhatian pihak pemerintah dan masyarakat dalam upaya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk yang besar dengan

pertumbuhan yang cepat, namun lalitas yang rendah akan memperlambat

tercapainya kondisi yang _i an kualitas penduduk sehingga

dibutuhkan sumber d paik untuk me n sumber daya alam yang

tetsedia baik dari seg as maupun dari segi kua

Bulisu Bulisu
390

Bacukiki

Padanglolo | Padanglolo

Total 1016 416 442 | 264 | 594 858
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Pada tabel 1.1 Dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan umur di
Kelurahan Kassa mayoritas penduduk berumur > 17 tahun yaitu sebanyak 2738
orang, dan pada tabel juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Kassa

yang berjenis kelamin perempuan lebih dominan dibandingkan dengan laki-laki.

kan publik,

kesejahteraan sosial. : bahasa latin
hasa inggris disebut co dari bahasa
bahasa Indonesia men I. amus besar
Jjunaan uang
lain.®

isimpulkan bahwa ruk, seperti
ang peneriamaan suay ebagainys diri sendiri,

egara yang

at, pengusaha,

atau entah birokrat. Tapi yang jelas, tindakan koruptif pastinya merugikan negara.

®7Profil Kelurahan Kassa.

%8 Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlina Listianingsing, Pendidikan Anti Korupsi
(Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik), (Jakarta Timur: Sinar Grafika 2016), h. 1.
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Kita bahkan bisa memperkirakan bahwa korupsi memberi andil besar aktivitas
ekonomi bawah tanah (underground economy).
Korupsi dalam mengurangi kualitas pertumbuhan ekonomi

mengorbankan nilai tambah ekonomi demi kepentingan dan keuntungan pribadi

atau golongan. Meski demiki etidaknya  kita dapat merencanakan

beberapa alternatif sebagai.b gnya ekspektasi perekonomian.

Korupsi men um Indonesia, tida an dalam pasal pertama

,,,,,, orupsi seperti Undang-Undanag lainnva, baik dals peraturan

m peraturan’ perundan baru
dikenal Peraturan Penguasa Per f Angkatan
Darat t no. Prt/Peperpu/013/1 1958 yang

duduk dalam wilayah laut melalui
Surat K a Staf Angkatan Laut No.Pr oril 1958.

orupsi yang

pengertian ti

IE keuang gara. Atau

di dan orang

Jana korupsi

10 nec
D01 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,yang termasuk dalam tindak pidana Korupsi

adalah:

% Elwi Danil, Korupsi,Tindak Pidana dan Pemberantasannya (Cet.l;Jakarta; Rajawali
Pres,2011) h.5.
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4.2.2

4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6

4.2.7

47

Kerugian Keuangan / Perekonomian Negara

1. Melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau
sarana karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
dan perekonomian negara.

2. Suap — Menyuap (sogok

Menyuap pegawai.n epada pegawai negeri karena

apa
dan menerima suap
atan
bor uat curang.
gaw ek membiarkan perbuatan ¢
kanan TNI/P i n curang.

biarkan perbuatan ¢

1. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri menggelapkan uang
negara, atau membiarkan penggelapan.
2. Pegawal negeri atau orang lain selain pegawai negerimemalsukan buku

untuk pemeriksaan administrasi.
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3. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri merusak bukti
(korupsi).
4. Pegawali negeri atau orang lain selain pegawai negeri membiarkan orang

lain merusak barang bukti.

5. Pegawai negeri atau oran elain pegawai negeri membantu orang
4.2.8 Pemerasan
4.2.9 Cratifikasi (pe

elalui Dinas

Konstruksi

mba, Kecamatan Batu inrang total

.000.000,- (dua milya piah), Jasa

esar Rp.150.000.000,- i juta rupiah)

dan Jas: ) sar Rp.100.000.000,- (serat

dari da , j i i A 2011 yang

um sesuai

dimenangkan oleh CV. Duta Konstruksi sesuai dengan Surat Pengumuman Pemenang
Seleksi oleh Panitia Pengadaan Nomor: 18/Pan.REN-P.Jemb/2011 Tanggal 09 Maret

2011 dan Surat Penunjukan Penyedia untuk melaksanakan Paket Pekerjaan

putusan Nomor : 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS. h.16.
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Konsultansi Perencanaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 01/RENSPPBJ/
P.Jemb/2011 Tanggal 16 Maret 2011, selanjutnya dituangkan dalam Kontrak/Surat
Perjanjian Nomor: 01/RENSP/ P.Jemb/2011 Tanggal 18 Maret 2011 antara Drs. M.
Nur Dirman, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Andi Zulfikar Aliuddin
selaku Direktur CV. Duta Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 148.800.00,-
(seratus empat puluh delapan juta delapan ratus rupiah) termasuk PPN dengan jangka
waktu penyelesaian Tanggal 16 April 2011 dan dalam hasil pelaksanaan kegiatan
perencanaan berupa rencana dan gambar kerja ditandatangani oleh Ir. GAMRI
GENISA selaku Team Leader CV. Duta Konstruksi karena telah menerima kuasa dari
Andi Zulfikar Aliuddin selaku Direktur CV. Duta Konstruksi dimana Pelaksanaan
Perencanaan telah dinyatakan selesai 100% per 15 April 2011 dan diperiksa Tanggal
18 April 2011 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor:
22/BAPP/P.Jemb/PUK/2011 dan telah diserahterimakan dari Direktur CV. Duta
Konstruksi kepada' Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Berita Acara
Penyerahan Pekerjaan Nomor:. 20/BAP/PHO/P.JembNI11/2011 ‘Tanggal 18 April
2011 dan telah dilakukan pembayaran 100% sebesar Rp. 148.800.00,- (Seratus empat
puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 28/BAP/
REN-SR/PUK/2011 Tanggal :AgUstlis-2014 Kepada Ditektur CV. Duta Konstruksi.*

Selanjutnya dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan
Jembatan Bamba Tahun 2011 tersebut dilaksanakan melalur Pelelangan” Umum yang
diikuti oleh 7 (tujuh) rekanan dan yang memenangkan pelelangan dan ditunjuk selaku
Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa adalah H. Muh. Zain bin Zain sebagai Direktur

PT. faisal putra mandiri, berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor:

"pytusan Nomor : 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS. h.3.
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08/SP/P.Jemb/2011 tertanggal 12 Mei 2011 dengan nilai kontrak Rp. 2.498.743.000,-
(dua milyard empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga
ribu rupiah), kemudian dibuatkan Surat Perintah Kerja Nomor: 08/
SPMK/P.Jemb/2011 Tanggal 12 Mei 2011, waktu pekerjaan 210 (dua ratus sepuluh)
hari kalender yakni sejak Tanggal 12:Mei 2011 sampai dengan Tanggal 07 Desember
2011 yang masing-masing. ditandatangani oleh Drs. M. Nur Dirman, BE selaku
Pejabat Pembuat Komitmen dengan Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra
Mandiri, sedangkan yang bertindak selaku Konsultan Pengawas adalah Ir. GAMRI
GENISA yang telah menerima kuasa dari Lukman Hakim selaku Direktur CV.
Megatama Globalindo dimana CV. Megatama Globalindo menjadi Konsultan
Pengawas pada pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan
Bamba [Tahun 2011 melalui pelelangan/pengadaan langsung sesuai dengan Berita
Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor: 03/BA/ PP.WAS-P.Jemb/2011 Tanggal 6
Mei 2011 selanjutnya dituangkan dalam Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor:
003/SPK/PP.WASP. Jemb/2011 Tanggal .11 Mei 2011 antara Drs. M. Nur Dirman,
BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Lukman Hakim selaku Direktur CV.
Megatama Globalindo dengan nilai kontrak sebesar Rp.49.900.000,- (empat puluh
sembilan juta sebilan [ratus: ribu ‘rupiah)tekmasuk =PPN dengan jangka waktu
pelaksanaan selama 210 dua ratus sepuluh) hari kalender yakni sejak Tanggal 11 Mei
2011 sampai dengan Tanggal 06 Desember 2011; Sementara itu pelaksanaan Paket
Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 yang dilaksanakan
oleh H. Muh. Zain bin Zain sebagai Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa selaku
Direktur PT. Faisal Putra Mandiri, berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor:

08/SP/P.Jemb/2011 tertanggal 12 Mei 2011 secara garis besarnya disepakati rincian
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itemitem/jenis-jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan antara lain: Pekerjaan
Pendahuluan yang meliputi: Pembuatan papan proyek, Pembuatan direksi Keet,
Pengukuran, Pembersihan, Pengujian material, Administrasi/ dokumentasi, dan As

build drawing, Pekerjaan Sub Struktur yang meliputi: Galian tanah konstruksi,

Timbunan kembali/dipadatkan, Ki Kisting/acuan beton, Cincin pondasi,
Beton K-225, dan Pembesi ang meliputi: Pasangan batu

gunung (proteksi), P erancah balo 1 T=8 m, Bekisting/acuan

pesian, dan Pipa sandaran besi 2,5 inci, Pekerjaan Proteksi

antara sangan batu
gunung erjaan : i: Timbunan

pilihan 5, hal mana kegiatan te j pengawasan

yang ha . GAMRI GENISA."

pemeliharaan kontrak 6 Desember

ecamatan Batulappa, Ka untuh yaitu
ngah sungai
agai  tujuan
am Laporan
Tanggal 15
an Provinsi
Dalam Rangka
Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan

Jembatan Bamba Kecamatan Batulappa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Pinrang Tahun Anggaran 2011, Nomor : SR-238/PW.21/5/2013 Tanggal 25 April

2pytusan Nomor : 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS. h.4.
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2013, disimpulkan bahwa runtuhnya Jembatan Bamba disebabkan oleh adanya
kegagalan bangunan, yaitu faktor kelalaian manusia sejak tahap perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan oleh Ir. GAMRI GENISA sebagai Kuasa Direktur Duta

Konstruksi Enginering Consultant selaku konsultan Perencana dan sebagai Kuasa

direktur CV. Megatama globalindo se onsultan Pengawas dan H. Muh. Zain bin

Zain sebagai Direktur PT laku Kontraktor/Penyedia jasa
pelaksanaan Paket Pe onstruksi Pemba batan Bamba yang tidak

dari sisi teknis

dalam melaksanakann

geologi tanah dan pe n pe qan - struktur

rta tidak melakukan to ebaga yang tertera
n Kerja (KAK);
er, tetapi dalz aksanaannya
gi pilar ini badan pilar
ap 3,0 meter
eras;

D meter, dari

Posisi pilar baru tidak dibuat sejajar dengan pilar lama sehingga semakin
menambah jumlah bangunan yang mempersempit penampang air;
5. Pekerjaan pondasi tiang sumuran kontraktor menggunakan alat excavator untuk

menggali, karena pada saat itu permukaan air sungai masih tinggi maka dibuatlah
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jalan penghubung menuju lokasi pilar dengan cara menimbun dengan
memanfaatkan material sirtu disekitar lokasi kerja dan setelah excavator dapat
mencapai lokasi pilar maka dilakukan penggalian berbentuk kolam segi empat

dimana ke-empat sisinya merupakan bendungan kecil akan tetapi penggaliannya

tidak cukup dalam;
Cincin sumuran diletak kolam segi empat dan diberi
anyaman tulangar ( ooting pada daerah basah

dilakukan dengan care etode tersebut tidak pernah

digali/disingkirkan lagi dasar sungai
);
idak benar sehingga me

a timbunan kembali yang dipad akan mudah

h keras/bant posisi kaki

r PT. Faisal

Pekerjaan

Ir. GAMRI

GENISA sebagai Kuasa Direktur CV. Duta Konstruksi Enginering Consultant selaku

Konsultan Perencanaan dan sebagai Kuasa direktur CV. Megatama Globalindo selaku

putusan Nomor : 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS. h.5.
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Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan
Jembatan Bamba tidak melaksanakan kewenangan dan kewajibannya yang mereka
miliki melainkan mereka secara bersama-sama menyalahgunakan kewenangan

mereka telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan

mengakibatkan kerugian Negara se .223.126.97 (dua milyar dua ratus dua

puluh tiga juta seratus dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah)
atau setidak-tidaknya aimana hasil perhitungan
dari Auditur BPKP ilan Provinsi Sulawesi

Lapora : atas Dugaan

Tindak ulappa pada
Dinas F bupaten Pinrang Tahu SR-
25 April 2013."

rdakwa diatur dan dia Pasal 3 Jo.
Pasal 1 g Nomor : 31 Tahun 1999 asan Tindak
Pidana i sebagaima ang-Undang
Nomor hun 2001 ten da Tahun 1999
tentang antasan Tind : KUHP.”

PAREPARE

"pytusan Nomor : 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS. h.10.
putusan Nomor : 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS. h.11.
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4.3 Dampak Kasus Korupsi Perkara Nomor 15/Pid.Sus.Kor/2015/ PT.Mks
Terhadap Perekonmian Mayarakat Bamba
Jembatan Bamba dibangun dengan menggunakan dana dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2011 Pemerintah Kabupaten Pinrang. Akan

tetapi jembatan tersebut belum dif n._saat kemudian terjadi kerusakan yakni

patah dan kemudian ambruk

k para pegawai dan p itas di kota

yang ingin memenuhi ri semuanya
tan bamba tersebut.
itu merupakan jembatan b ngkan pada
2011 dan d udian. Jemk

ebar lima meter te ili asuk dalam

0ss’® atau ker

pada aspmtn EP ,segala upaya dalam menzelenggarakan
perlindun%an konsumen harus  memberikan manfaat sebesar-besarnya  bagi

kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan adalah memberikan

"Total loss adalah Kerugian Negara dihitung berdasarkan jumlah pembayaran yang telah
dilakukan Negara dikurangi dengan PPN yang telah disetor kembali ke kas Negara. (http://auditor-
community.blogspot.com/2013/07/metodepe-ng-hitungan-k-erugian-keuangan.html).
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kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan
melaksanakan kewajibannya secara adil.

Hasil wawancara kepada Ibu Suharmi bahwa beliau tidak mengetahui siapa
saja yang terlibat dalam kasus jembatan bamba, begitupun yang dikatakan oleh

.
beberapa orang yang telah penulis wawancarai. Sehingga sebagaiamana hasil putusan

dari Mahkamah Agung OR/2015/PT.MKS yang menjadi

terdakwa dari kasus patan Bamba 'y luh. Husain Zain Bin Zain

terbukti secara sah dé akinkan bersalah melakuke g i "Korupsi yang
elah terbukti

ersalah melakukan tind g dilakukan

ang menyebabkan terj i patah dan
mbatan bamba itu adalah f lam K pada saat itu
terjadi banjir.. Begi Jengan hasil

wawanc

alam ya

kedua desa s asi akan teta o Ke an~ masyarakat
mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang berupa jembatan kayu

yang di sewa dari TNI selama empat tahun lama penyewaannya.

""Ruslan, S.sos Lurah Kassa Wawancara oleh penulis di Pinrang i pada tanggal 31 Desember
2018.
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Warga dari kedua desa kassa melakukan gotong royong bersama para Tentara
untuk memasang jembatan kayu dari jati tersebut. Untuk itu setelah jembatan darurat
tersebut selesai dikerjakan pemerintah desa membatasi jumlah muatan dari mobil truk

yang membawa hasil kebun dan pertanian warga sekitar jembatan bamba.

Kondisi perekonomian mas sekitar bamba sebelum ambruknya

jembatan bamba sangatla bruknya jembatan tersebut terjadi
penurunan transaksi e warga sedang melakukan

Panen Padi dan jagunc arga desa Kassa. Hasil

tersebut Kkini Pemerint : an program

penganggaran kembali

individu maupun masyarakat luas | dengan meletakkan dasar hukum dan
pertimbangan-pertimbangan syari’at. Secara garis besar ajaran Islam dibedakan ke

dalam tiga bagian, yaitu akidah, syariat dan akhlak. Akidah berisi tentang keyakinan

"®Rahmawati, Warga Kelurahan Kassa, Wwancara oleh penulis di Pinrang pada tanggal 31
Desember 2018.
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umat Islam secara vertical, syariat berisi tentang aturan-aturan dan sanksi bagi yang
melanggar aturan tersebut dan akhlak bersisi tentang tuntutan perilaku dan adab

kesopanan baik kepada Allah SWT maupun kepada sesama manusia.

Tiga kategori ajaran Islam ini pada intinya dirurunkan oleh Allah SWT untuk

memberikan rahmat bagi seluruh a merupakan agama yang mengakomodir

berbagai kebutuhan mar arikan  kesulitan  bagi  semua
pengikutnya dalam ' angan  kata lain, Islam
menghendaki ak terkecuali.
Ayat-a ah dipahami
untuk K Allah SWT.

Karena n penjelasan mengenai hukum itu

kepada ayat-ayat yang tadiny; uk petunjuk

praktis, pat dilaksanakan secara

slam klasik belum dikemukaka aha tentang
pengert ; I i da waktu itu
karena dikenal dan
dipaha i] i upun dalam
hadist.

hahwa s ecara khusus

tentang korupsi sehingga secara empirik tindakan ini tidak dikenal pada masa
legislasi Islam awal, sehingga di dalam Al-Qur’an dan hadist belum terlalu dijelaskan

tentang korupsi.

Salah satu prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah tauhid yang dimana tauhid

merupakan fondasi ajaran Islam, dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa tiada
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sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit, bumi dan
isinya selain dari pada Allah. Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan
sekaligus pemiliknya,termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada.

Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah “memiliki”

untuk sementara waktu sebagai ujian

Segala aktivitas man 3. dengan alam dan sumber daya

manusia (muamalah) dengan kerang gan dengan Allah. Karena

Pu 15/PT.MKS

1
dahw tahun 2011 Pemerint en Pinrang

5 Pe Umum melaksanaka kontruksi

Je Bamba Kecamatan en Pinrang
aNgg ebesar Rp. 2.500.000.000,- a ratus juta
dimana pa a tanggal 6

1 Jembatan ta en Pinrang

runtuh bkan kegag aktor kelala nusia sejak
naan, pePsdeE;Pl*/RrEng dilak eh H. Muh,
nt isa sebagai

Konsultan Perencanaan.™

Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, h. 35.
8 pytusan Nomor : 15/P1D.SUS.KOR/2015/PT.MKS. h.3.
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Korupsi terkait perbuatan curang jelas dilarang keras dalam Islam
sebagaimana pesan dalam Al-Qur’an dan Hadis sebagaimana dalam Firman Allah
SWT dalam Surah Al-Bagarah/2:188

R e el
VAA & salad Zl- 3;7"
harta sebahagian yang lain di

nu membawa (urusan) harta
ian daripada harta benda

E“

//

Terjemahnya:
Dan janganlah seb
antara kamu dengan ja
itu kepada hakim, s

orang lain itu denga oerbuat) dosa, padahal

ang beriman, janganla i akan harta
ang batil, kecuali denga ia ang berlaku

dibenarkan
makan harta
n, atau cara
yang telah
ditentukan oleh agama islam.

Larangan untuk memakan harta secara bathil sebagaimana telah digariskan

dalam syariat baik bagi penyelenggara negara di bidang eksekutif, legislative,

# Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 29
8Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 83
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yudikatif, maupun kepada masyarakat umum, tentu karena syariat memandang ada
sisi negative yang ditimbulkan dari perilaku korupsi ini. Secara garis besar dapat
penulis katakan bahwa secara garis besar korupsi yang selama ini terjadi secara

meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tapi juga merupakan pelanggaran

hak-hak sosial dan ekonomi masyar

Hukum Ekonomi untuk mengalokasikan dan

Islam kasus korupsi ya uh. Husain

Zain Bi Genisa mengandung u atan curang

dan me athil.

upsi merupakan tindakan a

an nilai luhur g muslim dit
r) dan al A ah). Korupto
aitu al thama (penipu) .

sejalanpian)EPnrﬂ)Eva keka

angan secara

tuk bersifat

punyai sifat

egara  harus

Sil kekayaan

®Falah merupakan satu kondisi dalam bentuk kesejahteraan materi melalui sebuah aktivitas
ekonomi yang dengannya merupakan sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Lihat
Nasri Hamang, Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat (Parepare: Stain
Parepare, 2013), h. 29

8pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam (Cet. 1V; Jakarta: PT.Raja
Grafindo Persada, 2012), h. 19.
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yang didapat dari korupsi termasuk harta yang haram. Katagori haram karena cara
memperolehnya dengan jalan yang tidak benar.
Sebenarnya perilaku korupsi muncul sebagai bentuk penyelewengan terhadap

amanah. karena pada intinya ia mengandung dua unsur utama yaitu penyalahgunaan

kekuasaan yang melampaui batas n Menurut Islam, korupsi merupakan

tindakan amoral yang ber | dengan nilai luhur seorang
muslim. Jadi, harta upsi termasuk harta yang
haram.

tidak benar.

: ‘ dap amanah.

Karena inti engandung dua unsu i yalahgunaan
: batas kewajaran huku kepentingan
pribadi ublik oleh aparatur neg : , korupsi ini
mperkaya diri sendiri se i pertentangan

dan tujuan e Qur’an yang akan sumber

okonomi Isla . Al- Nisa’/4

@y <A 8 < (g li~°&;;‘, .5
55 8 BRARELS
. ) ;
T

Terjemahnya:
Sesungguhnya Allah menyuruh’ kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat.®

® Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 87
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Lebih lanjut lagi dalam Putusan Perkara Nomor 15/P1D.SUS.KOR/29015/
PT. MKS menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai Direktur PT.
Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia jasa pelaksanaan Paket

Pekerjaan Konstruksi Pembanguna mbatan Bamba bersama- sama dengan

Ir. GAMRI GENISA sebagai V. Duta Konstruksi Enginering

Consultant selaku K gai Kuasa direktur CV.

Megatama Globali u Konsultan Peng am pelaksanaan Paket

ewenangan
atau korporasi.®®

INg sebagaimana dala Q.S. Al

pytusan Nomor : 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS. h.25.
8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 180
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}ASUA;;(..S.MUA‘uumjmugﬁus\jmgjﬂohﬁsu\j.
Ly 2015 08 282 2006 G2y ey sl 1,888 5 400y & il adial (31 el
YM“?'..,\;{;Q,S@’

f‘i

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang
kamu tidak memperoleh seorang.penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan
yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi.jika sebagian kamu mempercayai
sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu
(para  saksi)  menyembunyikan  persaksian. Dan  barangsiapa  yang
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang. berdosa hatinya; dan
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.®

Menurut al-Raghib al-Asfahani, seorang pakar bahasa Al-Qur’an menjelaskan
bahwa makna khianat dikaitkan dengan kata nifag (digunakan dalam kaitannya
dengan| utang piutang) sedangkan kata khianat adalah  sebuah sikap
menyyalahi/menentang kebenaran dengan cara membatalkan janji secara sembunyi-
sembunyi /sepihka. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan khianat dengan segala sesuatu
(tindakan upaya yang bersifat) melanggar janji dan kepercayaan yang telah
dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan.®

Penyelewengan terhadap amanah publik menjadi jinayah Kubro. Korupsi juga
dapat dikatagorikan sebagai hirabah_(perbuatan_memerangi Allah dan Rasulullah)
sebagaimana perbuatan..gathu.ath. Tharig.atau.sarigah.kubro. (pencurian besar).
Korupsi dikatagorikan sebagai perbuatan melawan Allah dan menjadi dosa besar
karena mengancam jiwa dan harta banyak orang, menimbulkan kerusakan di bumi

serta dampak yang diakibatkan lebih massif.

8Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 49

8M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, Ed ke I (Jakarta:Sinar Grafika Offset,
2014), h. 111.
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Hukum Ekonomi Islam merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam,
tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utamanya adalah
merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat

(falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah altayyibah). Ini

merupakan definisi kesejahteraan ¢ andangan Islam, yang tentu saja berbeda

am ekonomi konvensional yang

antara

negara) embunyi-kan sesuatu t pun sekecil

jarum, t t curang. Lalu, kecuran
kiamat ami beri tugas hendak enys an hasilnya,

sedikit hasi

yang diberikan kepadany: endaknya ia

terima, 2 yang tidak bil.” Sabdan “Siapa saja
kekuasaan),
rang sahabat
" Rasulullah

Imam Malik

Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan
hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan
mengejewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir,

untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
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Dalam pergaulan hidup manusia, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan
tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.®
Kasus korupsi yang terjadi di Jembatan Bamba kabupaten Pinrang merupakan

kasus yang terjadi pada tahun 2011. Kasus ini menelan biaya sekitar Rp2,4 miliar.

Sejalan dengan itu, penegakan hu adap terdakwa H. Muh. Husain Zain Bin

Zain dijatuhkan pidana penj hun 6 (enam) bulan dan Denda

sebesar Rp.500.000.00 a ratus juta rupie Gamri Genisa dijatuhkan

pidana a) Tahun dan denda s p. 200.000.000,00 (dua
ratus ju ) akim Tindak

Pidana

nisikan sebagai suatu t dupa penghidupan

spiritual yang diliputi r Susilaan, dan

ng memungkinkan b egara  untuk

asmani, rohani, dan sosial ya bagi diri,

ajiban asasi

secara langsung merasakan dampak dart kasus ambruknya jembatan ini, seperti yang

dikatakan oleh ibu Suharmi dalam sesi wawancara yaitu:

“tidak terlalu dirasa dampaknya karena sumber pencaharian itu dlsekltar sini
paling kalau mau ke pasar. Dan mengenai dampak besarnya paling ke negara™.

*30erjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan h. 5.
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Konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya,
membebankan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang sesuai
daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan

kadar yang seimbang. Menurut sistem Islam, apapun yang legal, lurus, dan sesuai

dengan hukum Allah swt adalah y eadilan adalah kebaikan dimana tuhan
menyediakan hukum yang
digambarkan dalam P i eadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
uruh rakyat
emanusiaan

satuan Indonesia, serta pimpin oleh

hikmat m permusyawaratan . ai keadilan

tersebut lah n suatu dasar yang alam hidup
gara tuk mewujudkan tujuan

yahnya, me kan seluruh

adalah adil, SWT adalah
membeda-
nisikan adil

ai ini adalah

*’Suhami, Warga Kelurahan Kassa, Wawancara oleh penulis pada tanggal 24 Nopember
2018.

%*Topo, Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam (Cet ke II; Bandung: 2001 Asy Syamil
Press & Grafika ), h. 83
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bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal
itu merugikan orang lain atau merusak alam.

Sebagaimana yang telah tertulis dalam Putusan Perkara Nomor
15/Pid.Sus/Kor/2015/PT.Mks Bahwa perbuatan Ir. GAMRI GENISA
menandatangani hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan berupa rencana dan
gambar kerja selaku Team Leader CV. Duta Konstruksi karena telah menerima
kuasa dari Andi Zulfikar Aliuddin selaku  Direktur CV. Duta Konstruksi
dimana Pelaksanaan Perencanaan telah dinyatakan selesai 100% per 15 April
2011 yang merupakan salah satu syarat dicairkannya 100% untuk pembayaran
Jasa Konsultan Perencanaan kepada Direktur CV. Duta Konstruksi dan
perbuatan Ir. GAMRI GENISA sebagai Kuasa Direktur CV. Megatama
globalindo selaku Konsultan Pengawas bersama-sama dengan Terdakwa
sebagail Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia jasa
pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba
Kecamatan Batulappa Kabupaten-Rinrang Tahun Anggaran 2011 dinyatakan
selesai 100% pada Tanggal 10 November 2011 dan telah dilakukan pemeriksaan
sesuai | dengan Berita © Acara Pemeriksaan  Pekerjaan = Nomor:
48/BAPP/P.Jemb/X1/2011 tanggal 10: Navember'2011 dimana terdakwa dan Ir.
GAMRI GENISA ikut menandatanganinya yang menjadi salah satu syarat
pembayaran 100% untuk Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Bamba dan
Jasa Konsultan Pengawas yang akhirnya pada priode masa pemeliharaan
kontrak yaitu pada Tanggal 6 Desember 2011 jembatan tersebut runtah
sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana tujuan pembangunannya yang

diakibatkan karena kegagalan bangunan, yaitu faktor kelalaian manusia sejak
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tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh
terdakwa bersama - sama dengan Ir. GAMRI GENISA vyang tidak
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga Direktur CV. Duta

Konstruksi, Direktur PT. Faisal Putra Mandiri dan Direktur CV. Megatama

globalindo menerima pembaya bukan haknya dan memperoleh

keuntungan;

Mandiri ia j an Paket Pekerjaan
Ir. GAMRI
Consultant
naan dan sebagai K Megatama
an Pengawas dalam pe
Jembatan Bamba tid

mereka miliki melainkan

ra sebesar

s dua puluh

Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak

Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan Batulappa pada
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Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2011, Nomor :

SR-238/PW.21/5/2013 Tanggal 25 April 2013.%

Sebagaimana 2 kaidah figih, yaitu:

(perkara dominan dari pertimbangan

Terlihat bahwa i ilik ahah dan mafsadatnya, sisi
puatan itu dapat menguntungke

ya. Ini jelas
2 justru lebih
i berarti mengorbanka banyak, ini
n dan menguntungkan ir s ngkhianatan
iakan kepercayaan oran

dilakukan © ini haruslah

ini tindakan nkan kemaslz

g tidak P*l“;iElPekREn setiap an menurut

Jengan sikap

Suatu
sikap hidup u nilai-nilai
ukhrawi mulai terlupakan.

Tindakan korupsi jelas merupakan perlawanan terhadap tujuan kelima yakni

perlindungan terhadap harta. Apabila contoh yang popular perbuatan melawan tujuan

9pytusan Nomor : 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS. h.31.
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perlindungan terhadap harta adalah mencuri milik perorangan, maka korupsi sebagai
kejahatan mencuri harta milik bangsa dan negara lebih layak lagi dicatat sebagai
pelanggaran yang sangat serius terhadap prinsip perlindungan terhadap harta. Karena

dampaknya yang tidak hanya bersifat individu akan tetapi merupakan dampak yang

bersifat sosial.**

Dan mengenai tuj ibi melihat betapa pentingnya
kemaslahatan umum i serilaku yang menyimpang

dan membahayaka manusia, karena yanc kian itu diturunkannya

Allah SWT

PAREPARE

**Syaiful, 1lmi, Melacak Term Korupsi Dalam Al-Qur’an Sebagai Epistemologi Perumusan
Fikih Anti Korupsi (Jurnal Khatulistiwa- Jounal of Islamic Student, STAIN Pontianak, Pontianak) h.
12.
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PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitia ahsan yang telah dijelaskan dalam Bab
IV, maka dapat ditarik kesi
5.1.1 Kasus korupsi Perkara Nomor 15/Pid.
jembatan tersebut dikarenakan kegagalan
pelaksanaan
uh. Husain
sama dengan Ir. Gamb
512D upsi jembatan bam : Nomor
T.Mks terhadap per kat daerah
um ambruknya jembatan ancar tetapi

bruknya je

melakukan

72
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5.2 Saran

yaitu:

521

5.2.2

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat dpenulis kemukakan

Korupsi dari zaman dahulu merupakan masalah yang dihadapi setiap negara

yang ada di dunia, bahkan negara yang sekalipun peradabannya maju pasti

terjadi tindak pidana kor i_sudah lumrah menjadi dikarenakan

sikap manusia y: da kata puas ataupun cukup

dalam hidup. memberantas haru an, bahwa tindak pidana

rangka menangani

lokakarya, kursus, semi

PAREPARE
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PEDOMAN WAWANCARA

Siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi jembatan bamba Kecamatan

Batulappa ?

Apa yang menyebabkan ¢ nya jembatan bamba setelah beberapa hari
di resmikan?
ekitar bamba sebelum dan

a jembatan tersebut?

PAREPARE
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Yang bertanda tangan dibawah ini:
- SUHaM) )
1

Nama

: Rezki Amaliah.S

: 142200.191

: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

: Syariah dan Ekonomi Islam

- Jin. Petta Oddo No. 41 Soreang Parepare

telah melakukan wawancara dengan saya dalam ran.gka melakukan penelitian
dengan “ Dampak Kasus Korupsi Jembatan Bamba Terhadap Perekonomian

ian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana

Pinrang, 25/ NW/ 2018
Yang bersangkutan

SE=SY
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'Yang bertanda tangan dibawah ini: -

Nama - RAHIYAWAT /
. PINRANG  BIEN

: Rezki Amahiah.S

: 14.2200.191

: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

: Syariah dan Ekonomi Islam

: JIn. Petta Oddo No. 41 Sorcang Parepare

telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka melakukan penelitian
y dengan “ Dampak Kasus Korupsi Jembatan Bamba Terhadap Perekonomian

n surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana

Pinrang, 5/~ /X ~ 2018
Yang bersangkutan

RSt A AT/
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE

Alamat ; JL. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ® (0421)21307 =
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info fainparepare.ac.id

Nomor

Hal

: B8 [In.39/PP.00.9/10/2018

: Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE :

Nama : REZKI AMALIAH.S

Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 25 Desember 1996

NIM : 14.2200.191

Jurusan / Program Studi  ; Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah

Semester : IX (Sembilan) 2

Alamat : JL. PETTA ODDO NO.41, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka
penyusunan skripsi yang berjudul :

" DAMPAK KASUS KORUPSI JEMBATAN BAMBA TERHADAP PEREKONOMIAN
DAERAH KABUPATEN PINRANG"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan
dukungan seperlunya, ‘

Terima kasih,

24 Oktober 2018
A.n Rektor

Rektor Bidang Akademik dan
epgembangan Lembaga (APL)
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PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

i SEKRETARIAT DAERAH
JI. Bintang No. Telp. (0421 ) 923058 - 922914
PINRANG 91212

Pinrang, 01 November 2018

Nomor 1 070/ (S¢ /Kemasy. Kepada
Lampiran @ - . Yth, Camat Batu Lappa ¢
Perihal . Rekomendasi Penelitian. di-

Tempat.

Berdasarkan  Surat  PltWakil Rektor Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL) Institut Agama Islam Negen (IAIN) Parepare
Nomor;B2874/In.39/PP.00.9/10/2018 tanggal 29 Oktober 2018 Perihal Izin
Melaksanakan Penelitian,untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara

bahwa: w- )
Nama © REZKI AMALIAHS
NIM : 14.2200.191
Pekerjaan/Prog. Studi  : Mahasiswi/Muamalah
Alamat +JI, Petta Oddo No4 1, Kec. Soreang Kota
Parepare
Telepon . 085397176117,

Bermaksud Mengadekan Penelitian di Dacrah / Instansi Saudara dalam
rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul “DAMPAK KASUS KORUPSI
JEMBATAN  BAMBA  TERHADAP PEREKONOMIAN  DAERAH
KABUPATEN PINRANG” yang pelaksanaannya pada tanggal 05 November
s/d 05 Desember 2018.

Schubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau
merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan
wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini dissmpaikan kepada saudara untuk diketahui
dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

N RiguayPembing Utama Muda
TENip-T 1 19590305 199202 1001

Tembusan:

. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pincang,

Dandim 1404 Pinrang di Pinrany,

Kapolres Pinrang di Pinrang;

Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Pinrung di Pinrang, \
Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang;

Ple. Waki! Rekigr Bid APL IAIN Parcpare di Parepare,

Yang bersangkutan uniyk diketahui;

Arsip.

PN A —
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PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

KECAMATAN BATULAPPA
J1. Poros Bilajeng - Batulappa Kode Pos 91253 Bilajeng

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 070/165/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemerintah Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang
menerangkan bahwa

Nama : RESKI AMELIAH. S

Nomor Induk Mahasiswa  : 14.2200.191

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan / Prog. Studi : Mahasiswi / S| Muamalah

Judul Penelitian : Dampak Robohnya Jembatan Bamba Terhadap Perekonomian
Daerah Kabupaten Pinrang

Alamat - J1, Petta Oddo No. 41 Kec, Soreang Kota Parepare

Telpon : 085397176117

Telah selesai melaksanakan penelitian terhitung mulai Tanggal 05 November s/d 05

Desember 2018 Berlokasi di Lingkungan Bamba Kelurahan Kassa Kec. Batulappa Kab.

Pinrang.
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